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KATA PENGANTAR 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas perkenan Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat  diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini  disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang  Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu  Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bagian dari  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah  satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good  governance), guna mendorong peningkatan pelayanan dan mencegah praktek  Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sekaligus sebagai bentuk laporan  akuntabilitas kinerja Sekretaris DPRD Provinsi JawaTengah. 
Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah  melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencanan Kerja  Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang telah ditetapkan 
Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai  bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk  peningkatan kinerja di masa mendatang. 
Akhirnya kami mengucapkan pula terima kasih yang sebesar-besarnya  dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas peran serta bantuan dan kerja  sama semua Pejabat dan Staf Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah,.
v 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Berdasar Pergub Jateng No 55 Tahun 2016 tentang Organisasi dan  tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sekretariat DPRD  merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap  tugas dan fungsi DPRD provinsi. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris  DPRD provinsi yang secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan  bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif  bertanggung jawab kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. 
Dalam rangka mewujudkan penyelengaraan negara yang bersih dan  bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme seperti yang tertuang pada  Undang-Undang No 28 Tahun 1998, kemudian berpedoman Peraturan  Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah, dimana setiap instansi Pemerintah sebagai unsur  penyelenggara pemerintah Negara diwajibkan untuk  mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.  
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun  2021, dimaksudkan sebagai perwujudan pelaksanaan penyelenggaraan  kegiatan serta tingkat kinerja yang dicapai dalam pelaksanaan visi, misi,  tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana teruang dalam  RENSTRA Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2018–2023,  dimana indikator yang digunakan dianggap mampu mengukur pencapaian  sasaran yang dimaksud. Dan untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh  dengan melaksanakan strategi kebijakan, Program dan Kegiatan seperti  yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis.
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1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 
1.2.1. Kedudukan  
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tanggal 15  Desember 2016 pasal 10 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat  DPRD Provinsi Jawa Tengah. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya struktur  organisasi pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah yang dapat  digambarkan pada bagan sebagai berikut: 
Bagan 1.2.1 
Struktur Organisasi  
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 
[image: ]
Sekretariat DPRD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelayanan  administrasi dan pemberian dukungan tugas dan fungsi terhadap DPRD yang  dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang secara teknis operasional berada  dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara  administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.  
Pimpinan tertinggi di lembaga Sekretariat DPRD Provinsi Jawa  Tengah dijabat seorang Sekretaris yang mengemban tugas dan fungsi  manajerial, sedangkan tugas teknis dilaksanakan oleh Kepala Bagian Umum,  Kepala Bagian Persidangan, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan  Kepala Bagian Keuangan, serta Kepala Sub Bagian yang berada dibawah  Kepala Bagian.
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1.2.2. Tugas 
Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Gubernur  menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung  pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta  mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam  melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. 
1.2.3. Fungsi 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat  DPRD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan fungsi, antara lain : a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah ; b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Provinsi Jawa Tengah ; c. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD  Provinsi Jawa Tengah ; 
d. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Provinsi Jawa Tengah ; e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai  tugas dan fungsinya. 
1.2.4. Sumber Daya Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Salah satu indikator yang mendukung keberhasilan Sekretariat  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam  melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah  Sumber daya Aparatur, yang terdiri dari PNS dan Pegawai Non PNS.  Adapun Susunan Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu sebagai berikut:
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Tabel 1.2.1 
Jumlah Karyawan Sekretariat DPRD Provinsi JawaTengah  Berdasarkan Golongan/Pangkat 
	No. 
	Uraian
	Posisi Per 31 Desember 2021 (Orang)

	1 
	Golongan IV 
	12

	2 
	Golongan III 
	67

	3 
	Golongan II 
	51

	4 
	Golongan I 
	4

	
	TOTAL 
	134




Tabel 1.2.2 
Jumlah Karyawan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jabatan
	No 
	Uraian 
	Posisi Per 
31 Desember 2021

	1.
	Pejabat Struktural
	

	
	Eselon II 
	1 Orang

	
	Eselon III 
	4 Orang

	
	Eselon IV 
	12 Orang

	2.
	Jabatan Fungsional Tertentu
	

	
	Tenaga Medis 
	2 Orang

	3.
	Jabatan Fungsional Umum
	

	
	Staff 
	115 Orang

	
	JUMLAH 
	134 Orang
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Tabel 1.2.3 
Jumlah Karyawan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah  Berdasarkan Pendidikan 
	No 
1. 
	Uraian 
S3 
	Posisi Per 
31 Desember 2021 
- Orang

	2. 
	S2 
	21 
	Orang

	3. 
	S1/D4 
	47 
	Orang

	4. 
	Sarjana Muda (D3) 
	7 
	Orang

	5. 
	D1 
	- 
	Orang

	6. 
	SLTA 
	51 
	Orang

	7. 
	SLTP 
	4 
	Orang

	8. 
	SD 
	4 
	Orang

	
	JUMLAH 
	134 
	Orang




Tabel 1.2.4 
Jumlah Pegawai Non PNS Sekretariat DPRD Provinsi JawaTengah
	No 
	Uraian
	Posisi Per 
31 Desember 2021

	1.
	PEGAWAI HARIAN LEPAS

	
	S1 
	1 Orang

	
	Sarjana Muda (D3) 
	1 Orang

	
	SLTA 
	6 Orang

	
	SLTP 
	3 Orang

	2.
	SWAKELOLA

	
	S1 
	26 Orang

	
	Sarjana Muda (D3) 
	2 Orang
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	SLTA 
	53 Orang

	
	SLTP 
	7 Orang

	3.
	OUTSOURCING

	
	S1 
	22 Orang

	
	Sarjana Muda (D3) 
	5 Orang

	
	SLTA 
	34 Orang

	
	SLTP 
	6 Orang

	
	SD 
	4 Orang

	
	JUMLAH 
	170 Orang




Dukungan sarana dan prasarana yang ada pada Sekretariat Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi JawaTengah, sebagai berikut: a. Berupa gedung, rumah dinas, wisma dan pool kendaraan Sekretariat  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah; 
b. Kendaraan operasional; 
c. Perlengkapan kantor. 
1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama di Sekretariat DPRD 
Secara normatif, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah mempunyai  tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi  keuangan, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,  disamping menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD sesuai  dengan kemampuan keuangan daerah indentifikasi permasalahan di  Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, antara lain:  
1) Penyusunan, pembahasan dan pengkajian Raperda Inisiatif  Legislatif / Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan belum  diselesaikan tepat waktu;  
2) Masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi Sekretariat DPRD  dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait  dengan Raperda Inisiatif Legislatif ; 
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3) Penyelenggaraan penyerapan aspirasi dan penyampaian informasi  terhadap lapisan masyarakat belum sesuai harapan;  
4) Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam pelayanan  kedewanan;  
5) Belum optimalnya website yang dimiliki Sekretariat DPRD Provinsi  Jawa Tengah sebagai salah satu sarana informasi kegiatan DPRD  dalam pelayanan terhadap masyarakat;  
6) Masih kurangnya regulasi yang mengatur pelaksanaan kegiatan  pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah; 



Tabel 1.3.1 
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa  Tengah
	No 
	Urusan/Masalah 
	Masalah 
	Akar Masalah

	1 
	Belum Optimalnya  
Layanan Pendukung  Pelaksanaan Tugas  dan Fungsi DPRD  
Provinsi Jawa Tengah
	1. Belum optimalnya dan  kurangnya ketepatan waktu  dalam proses penyusunan,  pembahasan dan pengkajian  Raperda Inisiatif Legislatif /  Eksekutif dan Peraturan  
DPRD.
	1) Penyusunan Raperda dari mulai  proses sampai dengan penetapan  belum terselesaikan sesuai dengan  target.

	
	
	
	2) Padatnya kegiatan DPRD.

	
	
	2. Belum ter up date nya 
informasi dan dokumentasi  DPRD secara on line melalui  media masa dan website.
	1) Kurangnya pembaharuan data dan  informasi perkembangan kinerja  lembaga.

	
	
	
	2) Lay out kurang komunikatif.

	
	
	3. Belum semua anggota  Dewan terwakili dalam survei  kepuasan kualitas pelayanan  Sekretariat DPRD.
	1) Surve dilakukan secara manual  dengan kegiatan DPRD yang padat.
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1.4 Landasan Hukum 
Landasan hukum disusunnya LKJIP tahun 2021 adalah  
1. Permenpan no. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis  Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu  atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 
2. Pergub Jateng No 55 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata  Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 
3. RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 
4. Renstra Sekretariat DPRD tahun 2018-2023 
5. Renja Sekretariat DPRD tahun 2022 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 adalah sebagai berikut: 
BAB I. Pendahuluan 
Pada bab ini disajikan latar belakang organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan penekanan kepada aspek  strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah  serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi  Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 
BAB II. Perencanaan Kinerja 
Dalam bab ini berisi Visi ,Misi ,Tujuan ( merupakan penjabaran Visi SKPD  yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi misi  pembangunan jangka menengah dilengkapi dengan rencana kinerja  Sekretarit DPRD Provinsi Jawa Tengah. 
Bab III. Akuntabilitas Kinerja 
Pada bab ini memuat penjelasan prioritas program dan kegiatan beserta  analisis capaian kinerja Sekreatariat DPRD Provinsi Jawa Tengah serta  akuntabilitas keuangan (Realisasi Anggaran)
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BAB IV. Penutup  
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan  kinerjanya. 
Lampiran 
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021; 
2. Lain-lain yang dianggap perlu.
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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 
2.1 Rencana Strategis 
Sasaran dan Program yang telah ditetapkan berdasarkan  perencanaan strategis, dijabarkan dalam perencanaan kinerja yang  merupakan rencana dan komitmen kinerja untuk lima tahun yaitu sejak tahun 2018-2023. Perencanaan kinerja merupakan tingkat sasaran dan  kegiatan. Penyusunan perencanaan kinerja dilakukan pada setiap awal  tahun anggaran,seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran serta  merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk pencapaian target  dalam tahun yang bersangkutan. 
2.1.1 Visi  
Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka visi  pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun  2018-2023 adalah: 
MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” 
Maksud dari Visi tersebut dapat dijelaskan seperti berikut: 
a. Sejahtera 
1) Terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, sandang, pangan,  perumahan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, partisipasi dalam  kehidupan sosial dan politik. 
2) Terciptanya hubungan antar masyarakat yang saling  menghargai, inclusif, saling bantu, teposliro, dan gotong royong. 3) Tersedianya sarana dan prasarana publik, infrastuktur fisik dan  non fisik yang nyaman dan memadai, suprastruktur yang mampu  menampung aspirasi, menyelesaikan problem dan mendorong  kemajuan masyarakatnya, sarana transportasi publik yang  nyaman, murah, dan mudah dijangkau.
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b. Berdikari 
1) Berdaulat dalam mengambil keputusan dan menentukan arah  pembangunan Jawa Tengah dalam koridor NKRI. 
2) Mandiri dalam mengekplorasi, mengolah dan  mengembangkan SDA, SDM, kearifan lokal, ekonomi, politik,  sosial dan budaya tanpa mengisolasi diri. 
3) Berkepribadian dalam membangun identitas Jawa Tengah yang  tepo sliro, tidak menindas, tidak Asal Bapak Senang (ABS) dan  inclusif dalam pergaulan nasional maupun internasional 
c. Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi 
1) Sikap dalam perilaku kerja bagi perilaku pembangunan di Jawa  Tengah agar tidak korupsi,kolusi dan nepotisme, bekerja  berdasarkan kompetensi, obyektifitas dan transparansi,  menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong dan harmonis, tanpa  egosektoral dan berorientasi pada outcome.  
2) Pelaku pembangunan di Jawa Tengah adalah pemerintah  disemua tingkatan dan level, tokoh masyarakat, pakar,  profesional, pelaku bisnis, aktivis, organisasi rakyat, LSM, dan  lain-lain yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur  Jawa Tengah.  
2.1.2 Misi 
Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan  daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan  daerah yaitu:  
a. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan  guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia  b. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas  sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota  
c. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja  baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
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d. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih  berbudaya dan mencintai lingkungan  
Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Sekretariat  DPRD Provinsi Jawa Tengah, Misi yang terkait langsung dengan tugas  dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah yaitu : 
a. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan  guyup untuk menjaga NKRI ; 
1) Melalui Kegiatan Reses DPRD yang dihadiri konstituen di daerah pemilihan masing-masing, diharapakan dapat membangun suasana yang guyup dan memperkuat keutuhan NKRI. 
2) Meningkatkan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 3) aspek peran lembaga demokrasi/variable peran DPRD. 
b. Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota ; 
1) Melalui Bimtek DPRD maupun ASN diharapkan terbangun pola pikir  dan budaya kerja dalam mewujudkan kinerja DPRD yang aspiratif,  transparan dan akuntabel. 
2) Melalui proses penyusunan, pembahasan dan pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif/Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan diharapkan Sekretariat DPRD dapat mengawal jadwal agar tepat waktu. 
3) Mendukung Indeks Reformasi Birokrasi. 
c. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan 
1) Melalui Bimtek DPRD diharapkan dapat meningkatkan  kompetensinya dalam memberikan pendidikan politik kepada  masyarakat Jawa Tengah agar menjadi lebih pintar dan bermatabat. 
2.1.3 Tujuan  
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun  2017 tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk  menangani isu strategis Perangkat Daerah yang dihadapi serta menjawab 
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visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD. Tujuan merupakan pernyataan  tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam 1 periode tertentu. Tujuan  dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau  memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul.  Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi  yang dimiliki oleh Inspektorat.  
Tujuan yang hendak dicapai Sekretariat DPRD Provinsi Jawa  Tengah periode tahun 2018-2023 adalah “Meningkatkan Layanan  Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa  Tengah”. 
2.1.4 Sasaran  
Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang  diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk  dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu  memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta  mendasarkan pada tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa  Tengah, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan.  
Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II,  yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator  kinerja sasaran yang digunakan merupakan medium term outcome atau  outcome untuk jangka menengah. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun  2017 sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang  diformulasikan secara terukur, spesefik, mudah dicapai, rasional, untuk  dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran  yang hendak dicapai Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah periode  tahun 2018-2023 adalah “Kepuasan DPRD Atas Layanan Pendukung  Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah”.
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Tabel 2.1 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan 
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
	No 
	Tujuan 
	Sasaran 
	Indikator Kinerja Tujuan  dan Sasaran
	Target Capaian 
	Kondisi  Akhir 

	
	
	
	
	2019 
	2021 
	2021 
	2022 
	2023
	

	1 
	Meningkatkan  
Layanan Pendukung  Pelaksanaan Tugas  dan Fungsi DPRD  Provinsi Jawa Tengah
	Tingkat kepuasan DPRD  Atas Layanan Pendukung  Pelaksanaan Tugas dan  Fungsi DPRD Provinsi  Jawa Tengah
	Indeks Kepuasan Atas  
Layanan Pendukung  
Pelaksanaan Tugas dan  Fungsi DPRD Provinsi Jawa  Tengah
	71 % 
	72 % 
	73 % 
	74 % 
	75 % 
	75 %

	
	
	
	Persentase capaian tingkat  Kepuasan Atas Layanan  Pendukung Pelaksanaan  Tugas dan Fungsi DPRD  Provinsi Jawa Tengah
	71 % 
	72 % 
	73 % 
	74 % 
	75 % 
	75 %

	2 
	Meningkatkan tata  kelola organisasi  
perangkat daerah
	
	Nilai Kepuasan Masyarakat 
	71 
	72 
	73 
	74 
	75 
	75

	
	
	Meningkatnya kualitas  pelayanan perangkat  
daerah
	Nilai Kepuasan Masyarakat 
	71 
	72 
	73 
	74 
	75 
	75

	
	
	Meningkatnya akuntabilitas  kinerja perangkat daerah
	Nilai SAKIP PD 
	65 
	66 
	67 
	68 
	69 
	69
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Dalam rangka pencapaian sasaran maka Sekretariat Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, mewujudkan dalam 1  Program Utama/Prioritas dan 2 Program Pendukung dengan 10 kegiatan. 
Program Utama/Prioritas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu Program Peningkatan Layanan  Kedewanan yang terdiri dari 3 kegiatan sebagai berikut: 
1) Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD  
2) Pembahasan Kebijakan Anggaran 
3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
4) Peningkatan Kapasitas DPRD  
5) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat  
6) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD  
7) Pembahasan Kerja Sama Daerah  
8) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD  
Pendukung Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 2 program yaitu: 
a. Program Layanan dan Administrasi Keuangan, terdiri dari 1 kegiatan,  yaitu Kegiatan Layanan Keuangann dan Kesejahteraan DPRD b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,yang terdiri dari 2 kegiatan: 
1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
2) Administrasi Keuangan 
3) Administrasi Umum 
4) Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
2.2 Perencanaan Kinerja 
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja  sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam  rencana strategis. Di dalam rencana kinerja, ditetapkan rencana capaian  kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat  sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring 
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dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan  komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. 
Perencanaan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun  2021 disusun dengan mengacu padaRencana Strategis (Renstra) Tahun  2013 – 2018, berikut table perencanaan kinerja Sekretariat DPR Provinsi  Jawa Tengah Tahun 2021 : 

Tabel 2.2 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan 
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
	No 
	Tujuan 
	Sasaran 
	Indikator Kinerja Tujuan  dan Sasaran 
	satuan
	Target

	
	
	
	
	
	2021

	1
	Meningkatkan Layanan  Pendukung  
Pelaksanaan Tugas 
dan Fungsi DPRD  
Provinsi Jawa Tengah
	Tingkat kepuasan DPRD  Atas Layanan Pendukung  Pelaksanaan Tugas dan  Fungsi DPRD Provinsi  
Jawa Tengah
	Indeks Kepuasan Atas  Layanan Pendukung  
Pelaksanaan Tugas dan  Fungsi DPRD Provinsi  Jawa Tengah
	nilai 
	73

	
	
	
	Persentase capaian  
tingkat Kepuasan Atas  Layanan Pendukung  
Pelaksanaan Tugas dan  Fungsi DPRD Provinsi  Jawa Tengah
	% 
	73%

	2
	Meningkatkan tata  
kelola organisasi  
perangkat daerah
	
	Nilai Kepuasan  
Masyarakat 
	nilai 
	73

	
	
	Meningkatnya kualitas  
pelayanan perangkat  
daerah
	Nilai Kepuasan  
Masyarakat 
	nilai 
	73

	
	
	Meningkatnya akuntabilitas  kinerja perangkat daerah 
	Nilai SAKIP PD 
	nilai 
	67
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2.3 Perjanjian Kinerja 
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan  dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih  rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan  indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima  amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas  kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta  sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada  kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk  kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun  sebelumnya. Dengan demikian target kinerja dalam Perjanjian Kinerja juga  mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,  sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 
Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :  
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah  untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja  Aparatur.  
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.  3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan  sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan  sanksi.  
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,  evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima  amanah.  
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Dalam rangka  mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan  akuntabel serta berorientasi pada hasil, Sekretaris DPRD Provinsi Jawa  Tengah pada Tahun 2021 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan  Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja pada Tahun  2021, sebagai berikut:
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Tabel 2.3 
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 
	No. 
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja 
	Target

	(1) 
	(2) 
	(3) 
	(4)

	Tujuan 1

	
	Meningkatkan Layanan  Pendukung Pelaksanaan  Tugas dan Fungsi DPRD  Provinsi Jawa Tengah
	Indeks Kepuasan Atas  
Layanan Pendukung  
Pelaksanaan Tugas dan  Fungsi DPRD Provinsi Jawa  Tengah
	73

	Sasaran 

	1.1 
	Kepuasan DPRD Atas  Layanan Pendukung  
Pelaksanaan Tugas dan  Fungsi Sekretariat DPRD  Provinsi Jawa Tengah
	Indeks Kepuasan Atas  
Kualitas Layanan  
Pendukung Pelaksanaan  Tugas dan Fungsi  
Sekretariat DPRD Provinsi  Jawa Tengah
	73

	Tujuan 2

	
	Meningkatkan tata kelola  organisasi Perangkat  
Daerah
	Nilai Kepuasan Masyarakat 
	73 

	Sasaran 

	2.1 
	Meningkatnya kualitas  pelayanan Perangkat  
Daerah
	Nilai Kepuasan Masyarakat 
	73

	2.2 
	Meningkatnya akuntabilitas  kinerja Perangkat Daerah
	Nilai SAKIP Sekretariat  DPRD Provinsi Jawa Tengah
	67




Program Anggaran Keterangan 
1. Program Dukungan Pelaksanaan  Tugas dan Fungsi DPRD 
2. Program Layanan dan Administrasi  Keuangan 
3. Program Penunjang Urusan  Pemerintahan Daerah 
Rp 100.274.706.000 APBD Rp 113.562.993.000 APBD Rp 46.937.314.000 APBD
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 
Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan  kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran dan  kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi  Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Pengukuran kinerja dilakukan  sebagai hasil dari proses penilaian yang terencana dan sistematis  berdasarkan kelompok indikator input, output maupun outcome untuk  mengukur kehematan, efisiensi, efektifitas dan kualitas pencapaian sasaran. 
Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian  tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada  perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai  berikut : 
Tabel 3. 1 
Skala Capaian Kinerja 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
	No. 
	SKALA CAPAIAN KINERJA 
	KATEGORI

	1. 
	≥ 91 % 
	Sangat Baik

	2. 
	76 – 90,99% 
	Baik

	3. 
	66 – 75,99% 
	Cukup

	4. 
	51 – 65,99% 
	Kurang

	5. 
	≤50,99% 
	Sangat Kurang




3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA 
Pada tahun 2021, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah telah  melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung  jawbanya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Provinsi Jawa  Tengah Tahun 2021 dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi  Jawa Tengah, terdapat satu (3) sasaran strategis yang telah diwujudkan.
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3.2.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini 
Tabel 3.2.1  
Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 
	NO 
	Tujuan/Sasaran 
	Indikator Kinerja 
	Target 
	Realisasi 
	Capaian % 
	Kategori 
	Sumber Data

	1 
	Kepuasan  
DPRD Atas  
Layanan  
Pendukung  
Pelaksanaan  
Tugas dan  
Fungsi DPRD  
Provinsi Jawa  Tengah
	Indeks Kepuasan  Atas Kualitas  
Layanan  
Pendukung  
Pelaksanaan  
Tugas dan Fungsi  DPRD Provinsi  
Jawa Tengah
	73 
	90,28 
	123,67 
	Sangat Baik 
	E-Controlling

	2 
	Meningkatnya  Kualitas  
Pelayanan  
Perangkat  
Daerah
	Nilai Kepuasan  
Masyarakat
	73 
	85,37 
	116,95 
	Sangat Baik 
	E-Controlling

	3 
	Meningkatnya  akuntabilitas  
kinerja  
perangkat  
daerah
	Nilai SAKIP PD 
	67 
	78,73 
	117,51 
	Sangat Baik 
	E-Controlling




Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian tujuan dan sasaran pada  tahun 2021 untuk tujuan I (pertama) yaitu Kepuasan DPRD Atas Layanan  Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah yaitu 123,67% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik. Tingginya capaian  ini dikarenakan antara target yang ditetapkan dalam renstra dengan  capaian/realisasi selama tahun 2019 sampai dengan 2021 selalu diatas  target. Selain itu juga disebabkan oleh tingginya tingkat kepuasan anggota  DPRD atas pelayanan Sekretariat DPRD, hal ini dapat dikatakan bahwa  Sekretariat DPRD dapat melayani anggota DPRD baik dari segi penyediaan  sarana prasarana, kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan, etika  pegawai dalam pelayanan, kemudahan dalam prosedur pelayanan, dan  kecepatan dalam penanganan pengaduan. Untuk tujuan II (kedua)  Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah tercapai sebesar 
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116,95% termasuk dalam kategori sangat baik, hal ini disebabkan oleh oleh  tingginya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan Sekretariat DPRD,  hal ini dapat dikatakan bahwa Sekretariat DPRD mampu memberikan  pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam hal kecepatan waktu dalam  memberikan pelayanan, etika pegawai dalam pelayanan, kemudahan dalam  prosedur pelayanan, dan kecepatan dalam penanganan pengaduan. 
[image: ]Foto Dok. Humas: kegiatan anggota komisi D DPRD Prov. Jateng 
Untuk capaian tujuan III (ketiga) yaitu Meningkatnya akuntabilitas  kinerja perangkat daerah untuk nilai SAKIP PD pada tahun 2021 yaitu  117,51. Tingginya capaian ini disebabkan oleh lengkapnya data dan  meningkatnya kualitas produk atau output yang dihasilkan oleh Sekretriat  DPRD seperti LKJiP, Renstra, Renja, DPA, Laporan Keuangan dan lain  sebagainya. 
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3.2.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja  Tahun Ini Dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019 
Tabel 3.2.2  
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019, Tahun 2020, dan tahun 2021 
No Sasaran  Strategis 
Indikator  Kinerja 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

	
	
	
	T 
	R 
	(%) 
	T 
	R 
	(%) 
	T 
	R 
	(%)

	1 
	Kepuasan  
DPRD Atas  
Layanan  
Pendukung  
Pelaksanaan  
Tugas dan  
Fungsi DPRD  
Provinsi Jawa  Tengah
	Indeks  
Kepuasan Atas  Kualitas Layanan  Pendukung  
Pelaksanaan  
Tugas dan  
Fungsi DPRD  
Provinsi Jawa  
Tengah
	71 
	71,07 
	100,09 
	72 
	88,18 
	122,47 
	73 
	90,28 
	123,67

	2 
	Meningkatnya  Kualitas  
Pelayanan  
Perangkat  
Daerah
	Nilai Kepuasan  Masyarakat
	71 
	71,14 
	100,19 
	72 
	83,63 
	116,17 
	73 
	85,37 
	116,92

	3 
	Meningkatnya  akuntabilitas  
kinerja  
perangkat  
daerah
	Nilai SAKIP PD 
	65 
	77,73 
	119,00 
	65 
	78,1 
	118,33 
	67 
	78,73 
	117,51




Berdasarkan data pada tabel di atas, rata-rata terdapat peningkatan  capaian kinerja pada Tahun 2021 dari pada tahun-tahun sebelumnya. Hal  tersebut karena adanya peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD  Provinsi Jawa Tengah, baik terhadap kepuasan DPRD yang meningkat  sebanyak 1,2% dari pada Tahun 2020 maupun kualitas pelayanan  perangkat daerah yang mengalami peningkatan sebanyak 0,75% dari 
Tahun 2020. Namun, terdapat penurunan tingkat capaian kinerja atas  akuntabilitas kinerja perangkat daerah Tahun 2021 sebanyak 0,82%  dibanding tahun 2020. Meskipun demikian, capaian kinerja atas  meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah memiliki kategori  tingkat ketercapaian yang sangat tinggi, yaitu 117,51%. Hal tersebut dapat 
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dilihat dari kemenangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam  JDIHN Award tingkat Sekretariat DPRD yang diselenggarakan oleh  Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Bdan Pembinaan Hukum  Nasional (BPHN) Tahun 2021. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa  tata kelola pemerintahan di Sekretariat DPRD sangat baik. 
[image: ]Foto Dok. Humas: JDIHN Award Sekretariat DPRD Prov. Jateng 
3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini  Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam  Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi 
Tabel 3.2.3  
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah
	Target  
No Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Capaian  
%  
Akhir  
2021 
Capaian 
2023 

	1 
	Kepuasan DPRD Atas  Layanan Pendukung  Pelaksanaan Tugas  dan Fungsi DPRD  
Provinsi Jawa Tengah
	Indeks Kepuasan Atas Kualitas  Layanan Pendukung  
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 
	90,28 
	75 
	120,37
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	Target  
No Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Capaian  
%  
Akhir  
2021 
Capaian 
2023 

	
	
	DPRD Provinsi Jawa Tengah
	
	
	

	2 
	Meningkatnya  
Kualitas Pelayanan  Perangkat Daerah
	Nilai Kepuasan Masyarakat 
	85,37 
	75 
	113,83

	3 
	Meningkatnya  
akuntabilitas kinerja  perangkat daerah
	Nilai SAKIP PD 
	78,73 
	69 
	114,10




Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja  Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah melebihi target akhir RPJMD  yang telah ditetapkan pada Tahun 2023. Tingginya tujuan pertama yaitu  Kepuasan DPRD Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan  Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah karena adanya peningkatan kualitas  layanan pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang  dibuktikan melalui sebesar kegiatan Survei Kepuasan Dewan  mendapatkan hasil yang memuaskan dengan nilai 90.28. Tujuan kedua  yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah mendapat  respon yang positif terhadap masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat  melalui hasil survei kepuasan masyarakat yang mendapatkan hasil  memuaskan dengan nilai 85,37. Tujuan ketiga berupa Meningkatnya  akuntabilitas kinerja perangkat daerah, Sekretariat DPRD mampu  meningkatkan nilai SAKIP sebesar 78,73 pada Tahun 2021 dan termasuk  kategori Sangat Baik (BB).
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[image: ]Foto Dok. Humas: Banggar Sekretariat DPRD Prov. Jateng
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3.2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau  Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang  Telah Dilakukan 
Tabel 3.2.4  
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau  
peningkatan/penurunan kinerja 
	No Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Target Realis 
%  
asi 
Capaian 
	Analisis  
Keberhasilan/kegagalan

	1 
	Kepuasan DPRD Atas  Layanan Pendukung  Pelaksanaan Tugas  dan Fungsi DPRD  
Provinsi Jawa Tengah
	Indeks Kepuasan Atas Kualitas  Layanan Pendukung  
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi  DPRD Provinsi Jawa Tengah
	73 
	90,28 
	123,6712 
	Terdapat peningkatan  kualitas pelayanaan terhadap dewan

	2 
	Meningkatnya  
Kualitas Pelayanan  Perangkat Daerah
	Nilai Kepuasan Masyarakat 
	73 
	85,37 
	116,9452 
	Terdapat peningkatan  kualitas pelayanaan terhadap masyarakat

	3
	Meningkatnya  
akuntabilitas kinerja  perangkat daerah
	Nilai SAKIP PD 
	67 
	78,73 
	117,5075 
	Terdapat peningkatan  capaian kinerja yang  
cukupp signifikan




 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah sangat baik. Tujuan I (pertama) berupa Kepuasan DPRD Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas  dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah melebihi 100%, yaitu 123,67%.  Hal tersebut karena adanya peningkatan kualitas pelayanaan terhadap  dewan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.  Selain itu, Pada Tujuan II (kedua) yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan  Perangkat Daerah memiliki tingkat ketercapaian kinerja sebanyak  116,95% dikarenakan adanya peningkatan kualitas pelayanan yang  dilakukan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Program  Sipleawan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya apresiasi Ketua  KIP Jawa Tengah terhadap Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah  dalam Komisi Informasi Publik (KIP) Jateng atas langkah progresif dalam  mewujudkan produk Sipelawan. Untuk Tujuan III (ketiga) berupa 
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Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah memiliki tingkat  ketercapaian 117,51 karena adanya peningkatan capaian kinerja yang  cukup signifikan dari tahum sebelumnya. Peningkatan capaian kinerja ini  berupa kelengkapan data yang semakin baik dan peningkatan kualitas  dokumen yang dihasilkan oleh Sekretriat DPRD. 
[image: ]Foto Dok. Humas: KIP Jateng Sekretariat DPRD Prov. Jateng
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3.2.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 
Tabel 3.2.5  
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 
	
	
	
	INDIKATOR KINERJA 
	
	
	ANGGARAN
	
	Tingkat  
Efisiensi

	No 
	Tujuan/ Sasaran
	Target 
	Realisasi
	%  
Capai 
an
	Target 
	Realisasi 
	% Capaian
	

	1 
	Kepuasan DPRD Atas  Layanan Pendukung  Pelaksanaan Tugas  dan Fungsi DPRD  
Provinsi Jawa Tengah
	73 
	90,28 
	123,6712 
	100.274.706.000 
	79.039.927.270 
	78,82 
	21,18

	2 
	Meningkatnya  
Kualitas Pelayanan  Perangkat Daerah
	73 
	85,37 
	116,9452 
	113.562.993.000 
	113.152.392.654 
	99,64 
	0,36

	3 
	Meningkatnya  
akuntabilitas kinerja  perangkat daerah
	67 
	78,73 
	117,5075 
	46.937.314.000 
	44.330.770.153 
	94,45 
	5,55




Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa adanya efisiensi anggaran  pada setiap tujuan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Tujuan  pertama yaitu Kepuasan DPRD Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan  Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah terdapat efisiensi sebesar  21,18%. Hal tersebut karena dampak dari adanya Pandemic Covid-19  yang membuat anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah lebih memilih  menggunakan transportasi darat dalam melakukan kunjungan ke daerah 
daerah dan adanya anggaran untuk biaya penginapan yang tidak diambil.  Disamping itu, efisiensi ini terjadi karena terdapat beberapa anggota  dewan yang sakit dan meninggal dunia.Tujuan Kedua yaitu Meningkatnya  Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah memiliki tingkat efisiensi anggaran  sebesar 0,36%. Pandemi Covid-19 menyebabkan adanya pembatasan  kegiatan tatap muka sehingga kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa  Tengah diselenggarakan dengan cara daring (dalam jaringan). Selain itu,  adanya pengembangan program berupa E-Legislasi, E-Aspirasi, E-Wadul  Dewan, E-SPT, dan SIKD yang merupakan program unggulan Sekretariat  DPRD Provinsi Jawa Tengah. Pengembangan program unggulan tersebut 
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membuahkan hasil ketika Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)  melalui Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jendral Otonomi  Daerah melaksanakan asistensi dan supervisi pemanfaatan e-Portal  Legislasi Provinsi Jateng, Direktur Produk Hukum Daerah Makmur Marbun  menyampaikan apresiasi kepada Provinsi Jateng khususnya Sekretariat  DPRD yang telah membangun portal E-Legislasi. 
[image: ]Foto Dok. Humas: Asistensi dan Supervisi Pemanfaatan E-Portal Legislasi Provinsi Jateng 
Realisasi tujuan ketiga berupa Meningkatnya akuntabilitas kinerja  perangkat daerah memiliki tingkat efisiensi 5,55% tidak terserap  sepenuhnya yaitu 94,45%. Namun terdapat capaian kinerja yang melebihi  target rencana dan program yang telah ditetapkan sebanyak 17,51%  sehingga Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat  efisiensi yang baik dalam menyelenggarakan Peningkatan akuntabilitas  kinerja perangkat daerah.
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3.2.6 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan  Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 
Tabel 3.2.6.1 
Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan  pencapaian pernyataan kinerja
	No Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja %  
Program/ 
Capaian  
kegiatan 
	Indikator Kinerja 
	%  
Capaian
	Menunjang/  Tidak  
Menunjang

	1 
	Kepuasan DPRD Atas  Layanan Pendukung  Pelaksanaan Tugas  dan Fungsi DPRD  
Provinsi Jawa Tengah
	Indeks Kepuasan  
Atas Kualitas Layanan  Pendukung  
Pelaksanaan Tugas  dan Fungsi DPRD  
Provinsi Jawa Tengah
	123,6712
	
	
	
	

	
	
	
	
	Pembentukan  
perda dan  
peraturan DPRD
	Jumlah Laporan  
Fasilitasi Proses  
Penyusunan,  
Pembahasan dan  Pengkajian  
Raperda Inisiatif  
Legislatif/ Eksekutif,  Peraturan DPRD  dan Keputusan
	100 
	Menunjang

	
	
	
	
	Pengawasan  
Penyelenggaraan  Pemerintahan
	Jumlah Laporan  
Kunjungan Kerja  
dan Keikutsertaan  Workshop/ Bimtek  oleh Pimpinan dan  Anggota DPRD
	75 
	Menunjang

	
	
	
	
	Pembahasan  
Kebijakan  
Anggaran
	Jumlah Laporan  
Reses dan Risalah  Rapat
	124 
	Menunjang

	
	
	
	
	Peningkatan  
Kapasitas DPRD
	Jumlah Laporan  
Baliho yang  
terpasang, Upload  Berita Website dan  Penerbitan Majalah  Mimbar
	100 
	Menunjang

	
	
	
	
	
	Jumlah Laporan  
Dialog interaktif,  
Liputan Alat 
	100 
	Menunjang
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	No Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja %  
Program/ 
Capaian  
kegiatan 
	Indikator Kinerja 
	%  
Capaian
	Menunjang/  Tidak  
Menunjang

	
	
	
	
	
	Kelengkapan  
Dewan dan Iklan  
Layanan  
Masyarakat  
Advetorial
	
	

	
	
	
	
	
	Jumlah Laporan  
Seminar, Uji Publik  dan Protokoler
	97,86 
	Menunjang

	
	
	
	
	
	Jumlah Laporan  
Kunjungan Kerja  
dan Keikutsertaan  Workshop/ Bimtek  oleh Pimpinan dan  Anggota DPRD
	75 
	Menunjang

	
	
	
	
	Penyerapan dan  Penghimpunan  
Aspirasi  
Masyarakat
	Jumlah Laporan  
Reses dan Risalah  Rapat
	124 
	Menunjang

	
	
	
	
	Pelaksanaan dan  Pengawasan Kode  Etik DPRD
	Jumlah Laporan  
Fasilitasi Proses  
Penyusunan,  
Pembahasan dan  Pengkajian  
Raperda Inisiatif  
Legislatif/ Eksekutif,  Peraturan DPRD  dan Keputusan
	100 
	Menunjang

	
	
	
	
	Pembahasan Kerja  Sama Daerah
	Jumlah Laporan  
Dialog interaktif,  
Liputan Alat  
Kelengkapan  
Dewan dan Iklan  
Layanan  
Masyarakat  
Advetorial
	100 
	Menunjang

	
	
	
	
	Fasilitasi Tugas  Pimpinan DPRD
	Jumlah Laporan  
Kunjungan Kerja  
dan Keikutsertaan  Workshop/ Bimtek  oleh Pimpinan dan  Anggota DPRD
	100 
	Menunjang

	2 
	Meningkatnya  
Kualitas Pelayanan 
	Nilai Kepuasan  
Masyarakat
	116,9452
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	No Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja %  
Program/ 
Capaian  
kegiatan 
	Indikator Kinerja 
	%  
Capaian
	Menunjang/  Tidak  
Menunjang

	
	Perangkat Daerah
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Layanan Keuangan  dan Kesejahteraan  DPRD
	Jumlah Laporan  
Keuangan  
SETWAN
	100 
	Menunjang

	3 
	Meningkatnya  
akuntabilitas kinerja  perangkat daerah
	Nilai SAKIP PD 
	117,5075
	
	
	
	

	
	
	
	
	Perencanaan dan  Evaluasi Kinerja  Perangkat Daerah
	Jumlah dokumen  evaluasi kinerja  
perangkat daerah
	100 
	Menunjang

	
	
	
	
	
	Jumlah dokumen  perencanaan  
perangkat daerah  yang disusun
	100 
	Menunjang

	
	
	
	
	Administrasi  
Keuangan
	Jumlah laporan  
keuangan setwan
	100 
	Menunjang

	
	
	
	
	Administrasi Umum 
	Jumlah unit gedung  yang direhab
	100 
	Menunjang

	
	
	
	
	
	Jumlah bulan  
terpeliharanya  
rumah  
dinas/gedung  
kantor Setwan
	100 
	Menunjang

	
	
	
	
	
	Jumlah bulan  
terpenuhinya 
pelaksanaan rapat rapat koordinasi  
dan konsultasi 
Pimpinan/Anggota  DPRD serta ASN  ke dalam dan luar  daerah
	100 
	Menunjang

	
	
	
	
	
	Jumlah bulan  
tercukupinya 
kebutuhan Bahan  Bacaan/Buku 
Perpustakaan  
Perangkat Daerah
	100 
	Menunjang

	
	
	
	
	
	Jumlah anggota  
DPRD yang  
dilakukan 
	100 
	Menunjang
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	No Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja %  
Program/ 
Capaian  
kegiatan 
	Indikator Kinerja 
	%  
Capaian
	Menunjang/  Tidak  
Menunjang

	
	
	
	
	
	pemeriksaan 
kesehatan
	
	

	
	
	
	
	
	Jumlah bulan  
terpenuhinya Jasa  Komunikasi, Air  
dan Listrik 
Perangkat Daerah
	100 
	Menunjang

	
	
	
	
	
	Jumlah unit  
penyediaan sarana dan prasarana  
kantor perangkat 
daerah
	100 
	Menunjang

	
	
	
	
	
	Jumlah Bulan  
Terpeliharanya 
Kendaraan Dinas/  Gedung Kantor  
Sekertariat DPRD
	100 
	Menunjang

	
	
	
	
	
	Jumlah bulan  
tercukupinya 
Pemeliharaan Rutin  /Berkala Sarana  
Kantor dan Rumah Tangga Perangkat  Daerah
	100 
	Menunjang

	
	
	
	
	
	Jumlah bulan  
terpenuhinya 
premi asuransi  
barang milik 
daerah
	100 
	Menunjang

	
	
	
	
	
	Jumlah bulan  
terpenuhinya jasa Kebersihan dan  
Pelayanan 
Perkantoran  
Perangkat Daerah
	100 
	Menunjang

	
	
	
	
	
	Jumlah bulan  
terpenuhinya 
Penyediaan Makan  Minum Rapat  
Perangkat Daerah
	100 
	Menunjang

	
	
	
	
	
	Jumlah bulan  
terpenuhinya 
Pelayanan Jasa  
Surat Menyurat dan Kearsipan  
PerangkatDaerah
	100 
	Menunjang
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	No Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja %  
Program/ 
Capaian  
kegiatan 
	Indikator Kinerja 
	%  
Capaian
	Menunjang/  Tidak  
Menunjang

	
	
	
	
	Peningkatan  
Disiplin dan  
Kapasitas Sumber  Daya Aparatur
	Jumlah ASN yang  mengikuti  
Diklat/Workshop/Bi ntek/Seminar
	100 
	Menunjang

	
	
	
	
	
	Jumlah Unit  
Pakaian dinas yang  diadakan untuk  
pimpinan dan  
anggota dewa serta  ASN
	100 
	Menunjang

	
	
	
	
	
	Jumlah Bulan  
terpenuhinya 
pelayanan  
kepegawaian  
perangkat daerah
	100 
	Menunjang




Dari Tabel diatas dapat dikatakan bahwa, Jumlah Laporan  
Fasilitasi Proses Penyusunan, Pembahasan dan Pengkajian Raperda  Inisiatif Legislatif/Eksekutif, Peraturan dan Keputusan DPRD, yang  mencapai 100% dengan kategori Sangat Baik. Hal ini dikarenakan  kegiatan Fasilitasi Proses Penyusunan, Pembahasan dan Pengkajian  Raperda Inisiatif Legislatif/Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan  dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang  ditetapkan. Berikut adalah tabel target dan realisasinya: 
Tabel 3.2.6.2 
Target dan Realisasi 
Kegiatan Pembentukan Raperda, Keputusam dan Peraturan DPRD Tahun 2021
	No Kegiatan Target Realisasi

	1 
	Raperda 
	26 
	11 Raperda

	2 
	Keputusan 
	35 
	44 Keputusan

	3 
	Peraturan DPRD 
	2 
	2 Peraturan
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Ketidaktercapaian  realisasi raperda adalah karena adanya beberapa permasalahan  diantaranya bahwa pada saat ini sedang mengalami Pandemi Covid-19  sehingga berdampak terhadap semua kegiatan aktivitas DPRD yang  dialihkan dari program kegiatan Raperda dialihkan kepada  Pendampingan Daerah Pemilihan selain itu adanya kendala regulasi  yang tidak memperbolehkan adanya aktivitas kerumunan, pada  esensinya proses Penyusunan dan pembahasan Raperda dibutuhkan  sebuah kumpulan/berkerumun dan diskusi substantif, kendala lain  adanya Raperda yang belum disampaikan oleh Gubernur yang  terkendala dengan adanya aturan bahwa Pembentukan Pansus yang  bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi. Terhadap  permasalahan tersebut upaya yang telah dilakukan antara lain  menyampaikan Surat kepada Pengusul untuk percepatan Penyampaian  dan penyelesaian Pembahasan Raperda, melakukan kegiatan  pembahasan Raperda sesuai berdasarkan Surat Edaran Kementerian  Dalam Negeri RI Nomor 188.34/2180/OTDA perihal Pembahasan  Raperda selama wabah Covid-19 yang dilakukan dengan cara  pelaksanaan penyampaian di rapat paripurna secara Virtual dan  pembahasan Raperda sesuai dengan Protokol Kesehatan secara ketat,  meniadakan kegiatan Konsultasi secara langsung ke Kementerian  Dalam Negeri RI dan pelaksanaan fasilitasi hanya dilakukan  penyampaian dengan Surat, melakukan koordinasi dengan Kementerian  Dalam Negeri terkait dengan Fasilitasi Raperda, sertamelakukan proses  Penyusunan Raperda dengan bantuan pihak ketiga. Pelaksanaan  kegiatan secara virtual dan surat menyurat sehingga berdampak pada  penyerapan anggaran, hal ini juga dapat dikatakan adanya efisiensi  anggaran. Namun apabila dilihat secara menyeluruh realisasi pada  kegiatan ini mampu mencapai target yang ditetapkan. 
Dibandingkan dengan tahun 2020 lalu, target Raperda  sejumlah 21 Raperda hanya terealisasi sebanyak 8 Raperda, target 30
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keputusan DPRD dapat terselesaikan 37 laporan. Kegiatan tersebut  intensif sehingga dengan target 145 laporan kegiatan selama setahun  dapat terealisasi sebanyak 158 laporan. Secara umum, Pada tahun  2020 dan 2021 kegiatan ini selalu dapat memenuhi bahkan melampaui  target capaian indikator kinerja yang ditetapkan. 
Dibandingkan dengan tahun 2019 lalu, target Raperda  sejumlah 13 Raperda hanya terealisasi sebanyak 7 Raperda karena  terdapat 2 Raperda Inisiatif yang belum disampaikan kepada DPRD,  terdapat 2 Raperda Inisiatif DPRD tidak dilanjutkan karena ada kendala  regulasi kewenangan dengan Pemerintah pusat serta 2 Raperda yang  disampaikan pada masa akhir jabatan DPRD periode yang baru  sehingga 6 Raperda tersebut diatas tidak dapat terselesaikan. Namun  target 47 keputusan DPRD dapat terselesaikan 100%. Kegiatan  tersebut sangat intensif sehingga dengan target 190 laporan kegiatan  selama setahun dapat terealisasi sebanyak 205 laporan. Secara umum,  Pada tahun 2019 dan 2020 kegiatan ini selalu dapat memenuhi bahkan  melampaui target capaian indikator kinerja yang ditetapkan. 
Apabila dilihat dengan anggaran yang digunakan untuk  Kegiatan Penyusunan Pembahasan Raperda dan Raperda Inisiatif serta  Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021, dengan  jumlah anggaran sebesar Rp. 20.926.568.000,- dan digunakan sebesar  Rp. 8.518.249.243,- (40,71%) maka dapat dikatakan pada kegiatan  tersebut pada tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021 mampu  melakukan efisiensi anggaran. 
Untuk kegiatan Reses dan Risalah Rapat pada tahun 2021 mampu mencapai target 124%. Capaian ini sesuai dengan target yang  ditetapkan yakni sejumlah 400 laporan, Untuk kegiatan reses yang  dilaksanakan 3 kali pada tahun 2021 maka target sejumlah 400 laporan  terealisasi sepenuhnya. 
Pada tahun 2020 mampu mencapai target 100%. Capaian ini  sesuai dengan target yang ditetapkan yakni sejumlah 400 laporan, 
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Untuk kegiatan reses yang dilaksanakan 3 kali pada tahun 2020 total  Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti yaitu sebanyak 355 orang  dan pendampingnya, ditambah laporan hasil rapat-rapat dan risalah,  maka target sejumlah 400 laporan terealisasi sepenuhnya. 
Pada tahun 2019 kegiatan ini mampu mencapai 103,25% dari  target 100%. Capaian 3,25% melebihi target. Kelebihan capaian ini  dikarenakan jumlah anggota DPRD periode baru bertambah sebanyak  20 anggota. Semula 100 anggota menjadi 120 anggota. Alasan  penurunan relisasi apabila dibandingan dengan tahun sebelumnya  adalah terdapat beberapa anggota dewan yang tidak dapat mengikuti  reses dikarenakan sakit dan meninggal dunia. Sedangkan untuk  kegiatan rapat dan risalah dilaksanakan sesuai jadwal. Pada tahun 2019  dan 2020 kegiatan ini mampu mmenuhi target capaian indikator kinerja. 
Apabila dilihat dari anggaran yang digunakan untuk Kegiatan  Penyelenggaraan Rapat Kedewanan dan Reses DPRD Provinsi Jawa  Tengah, dengan jumlah anggaran pada tahun 2021 sebesar  33.854.640.000, namun hanya terserap sebesar 32.232.649.126, atau  95,21% maka dapat dikatakan terdapat efisiensi anggaran sebesar  4,79% pada kegiatan tersebut. Adanya sisa anggaran adalah karena  masih dalam keadan pandemic yang berdampak pada pembatasan  pemberlakukan kegiatan masyarakat sehingga terdapat kegiatan  Perjalanan Dinas Luar Daerah yang tidak dapat dilaksanakan dan  kegiatan honorarium rohaniawan yang tidak terealisasi, sehingga  segera menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang tertunda dengan  menjadwalkan pada Rapat Badan Musyawarah dan melaksanakan  koordinasi secara terus menerus dengan Kementerian Dalam Negeri  terkait dengan Pergantian Antar Waktu (PAW). 
Kegiatan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bintek  oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. Target pada tahun 2021 sebanyak  480 laporan. Sedangkan realisasinya mencapai 360 laporan (75%).  Permasalahan atau kendala yang menyebabkan target kinerja belum 
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tercapai pada kegiatan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan  Pemerintahan adalah adanya Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan  Berskala Besar (PPKM) untuk menekan penyebaran pandemic covid 19. Upaya yang dilakukan agar target kinerja dapat terpenuhi adalah  adanya penyesuaian volume kegiatan anggota DPRD Provinsi Jawa  Tengah yang disampaikan melalui mekanisme Badan Musyawarah  DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan permasalaham yang dihadapi  pada Kegiatan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan  yaitu tidak semua Fraksi melaksanakan Kegiatan Bimtek/Workshop baik  itu Bimtek Luar Daerah maupun Dalam Daerah. Untuk mengatasi  permasalahan dimaksud telah dilaksanakan upaya yaitu dengan  melakukan koordinasi secara intens dengan masing-masing Fraksi  untuk memberikan pemahaman bahwa setiap Fraksi memiliki kegiatan  Bimtek 1 kali Luar Daerah dan 1 kali Dalam Daerah dalam setahun.  Selain itu, terdapat kendala pada Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan  DPRD yaitu karena adnya Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan  Berskala Besar (PPKM) untuk menekan penyebaran pandemic Covid 19, maka kegiatan lebih banyak dilaksanakan pada Provinsi di sekitar  wilayah Provinsi Jawa Tengah. Upaya yang dilakukan melakukan  koordinasi dan konsultasi dengan Pimpinan DPRD untuk mendorong  kegiatan dapat dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan. 
Pada tahun 2020, Target pada indikator ini sebanyak 360  laporan. Sedangkan realisasinya mencapai 450 laporan (125%),  realisasi ini melebihi target sebesar 25%. Tingginya capaian kinerja  pada kegiatan AKD ini disebabkan karena target kinerja kegiatan  diturunkan menyesuaikan agenda refocusing anggaran tahun 2021,  namun volume kegiatan dewan masih tetap terlaksana karena agenda  kegiatan dewan tahun ini berfokus pada pemantauan COVID-19. 
Pada tahun 2019, Target pada kegiatan ini sebanyak 480  laporan namun hanya mampu tercapai sebanyak 477 laporan (capaian  99,38% kurang 0,62% dari target). Capaian ini hanya kurang 3 laporan  dari total target, sehingga dapat dikatakan baik walaupun kurangnya 3 
 38 
laporan ini disebabkan masa transisi/pergantian Anggota Dewan  Periode Baru. 
Pagu anggran kegiatan ini untuk tahun 2021 sebesar  28.032.622.000dan realisasinya sebesar 21.667.028.863 (anggaran  hanya terserap 77,29%), hal ini dikarenakan kegiatan dewan yang  menggunakan penginapan dan transportasi pesawat karena adanya  COVID-19 anggaran ini jarang sekali digunakan, yang semula  menggunakan transportasi pesawat sekarang menggunakan  transportasi darat, sehingga dapat dikatakan ada efisiensi anggaran.  Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2020, pagu anggran  kegiatan ini untuk tahun 2020 sebesar 92.403.633.000 dan realisasinya  sebesar 63.288.636.196 (anggaran hanya terserap 68,49%), sedangkan  tahun 2019 memiliki jumlah anggaran sebesar Rp.43.739.090.000,- dan  digunakan sebesar Rp.37.414.617.513,- (85,54%). Meningkatnya  jumlah anggaran pada tahun 2021 disebabkan pagu anggaran uang  harian perjalanan dinas dewan meningkat. 
Kegiatan Baliho yang terpasang, Upload Berita Website dan  Penerbitan Majalah Mimbar. Target tahun 2021 sebesar 530 laporan  sedangkan realisasinya mampu melebihi target sebesar 530 laporan  (100%). Pandemi Covid-19 tahun 2021 berdampak pada pemanfaatan  teknologi informasi yang menjadi jalan keluar ditengah pandemi Covid 
19, Media online, maupun media sosial menjadi sarana penyebarluasan  informasi capaian kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah. Target tahun 2020 pasca refocusing yakni sebesar 307 laporan  sedangkan realisasinya mampu melebihi target sebesar 339 laporan  (110,42%), 32 laporan lebih banyak daripada target yang ditetapkan.  Realisasi yang melebihi target ini disebabkan oleh jumlah target yang  diturunkan karena agenda refocusing yang semula 530 laporan menjadi  307 laporan, selain itu Pandemi Covid-19 tahun 2021 berdampak pada  pemanfaatan teknologi informasi yang menjadi jalan keluar ditengah 
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pandemi Covid-19, Media online, maupun media sosial menjadi sarana  penyebarluasan informasi capaian kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan Target pada tahun 2019 yaitu  sebanyak 530 laporan, namun realisasi hanya mampu mencapai 384  laporan (capaian 72,45% atau kurang 27,55% dari target).  Ketidakmampuan dalam pencapaian target ini disebabkan oleh adanya  konstruksi Baliho yang rusak bahkan hilang sehingga menyebabkan  kegiatan yang berhubungan dengan Baliho tidak dapat dilaksanakan.  Apabila dilihat dari segi anggaran tahun 2021 pagu kegiatan  sebesar 9.816.882.000 realisasi dapat terserap 9.241.220.358 dengan  persentase 94,14 hal ini berarti ada efisiensi anggaran sebesar 5,86%.  Efiensi ini terdapat pada penggunaan anggaran bidang transportasi dan  penginapan pada kegiatan perjalanan dinas. Sedangkan apabila  dibandingkan dengan anggaran yang digunakan untuk Kegiatan  Informasi dan Dokumentasi Dewan pada tahun 2019, dengan jumlah  anggaran sebesar Rp.5.274.133.000,- digunakan sebesar  Rp.4.071.970.661,- (77,21%). Hal ini berarti penyerapan angaran pada  tahun 2021 lebih baik dari tahun 2019 dan 2020. 
Kegiatan Dialog Interaktif, Liputan Alat Kelengkapan Dewan  dan Iklan Layanan Masyarakat Advertorial. Target capaian indikator  kinerja pada tahun 2021 yaitu 586 laporan, realisasi capaian indikator  kinerja mencapai 586 laporan (100%). Permasalahan yang menjadi  kendala adalah tidak semua Fraksi melaksanakan Kegiatan  Bimtek/Workshop baik itu Bimtek Luar Daerah maupun Dalam Daerah.  Untuk mengatasi permasalahan dimaksud telah dilaksanakan upaya  yaitu dengan melakukan koordinasi secara intens dengan masing 
masing Fraksi untuk memberikan pemahaman bahwa setiap Fraksi  memiliki kegiatan Bimtek 1 kali Luar Daerah dan 1 kali Dalam Daerah  dalam setahun. 
Target capaian indikator kinerja pada tahun 2020 yaitu 350  laporan, realisasi capaian indikator kinerja mencapai 425 laporan 
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(121,42%) tercapaianya target adalah karena penyebaran informasi  pada banyak media (tidak hanya 1 media), dengan harapan banyak  media yang mendapatkan kesempatan dalam rangka pembinaan dan  pemberian dukungan administrasidi bidang publikasi sesuai dengan  tugas fungsi bidang tugas Sub Bagian Publikasi pada Bagian Humas  Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (Peraturan Gubernur Jawa  Tengah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja  Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah). 
Sedangkan untuk tahun 2019, target capaian indikator kinerja  yakni sejumlah 586 laporan, namun hanya mampu tercapai 534 laporan  (capaian sebesar 91,13%, kurang 8,87% dari target). Penyebab tidak  tercapainya target ini yaitu karena kehadiran peserta dalam kegiatan  Prime Topic, FGD dan Expose tidak semuanya dapat hadir sesuai  dengan yang direncanakan. Berita hasil kunjungan kerja  komisi/kedewanan yang telah dilaksanakan oleh Staf Bagian Humas  Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah maupun Tim Teknis tetap  diberitakan dalam wartalegislatif.dprd.jatengprov.go.id atau secara  online setiap hari. 
Apabila dilihat dari anggaran yang digunakan, alasan tidak  tercapainya target di bidang anggaran karena tindakan kehati-hatian  agar tidak melanggar aturan pemerintah tentang tertib protokol  kesehatan, mengingat masih adanya pandemi Covid -19 yang  menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna  pencegahan dan menekan penyebaran Covid-19. Di sini dilakukan  pembatasan jumlah orang dalam ruangan tetentu sehingga tidak ada  kerumunan dan saling jaga jarak. Di sini pihak pelaksana /  penyelenggara sudah semaksimal mungkin untuk mencapai target  namun keadaan ( force majere ) yang terpaksa harus menyesuaikan.  Alasan tidak terserapnya anggran adalah karena tindakan efisiensi  anggaran untuk kegiatan yang lebih mendesak (urgent) akibat tidak  tercapainya kegiatan liputan kunjungan luar daerah DPRD Prov Jateng, 
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sehingga anggaran transportasi, penginapan dan uang harian ( OH )  tidak terserap, mengingat menurunnya penggunaan transportasi udara. Dibandingan dengan tahun 2020 dengan jumlah anggaran  7.093.720.000 dan terealisasi sebesar 6.592.792.726 (92,94%) dan  taun 2019 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.11.401.477.000,- dan  digunakan sebesar Rp.10.655.884.604,- (93,46%). Sedangkan pada  tahun 2021 terdapat jumlah anggaran sebesar 9.816.882.000 dan  terealisasi sebesar 9.241.220.358 sehingga terdapat efisiensi anggaran  sebesar Rp. 575.661.642 pada tahun 2021. 
Kegiatan Seminar, Uji Publik dan Protokoler. Target pada tahun  2021 yaitu 514 laporan dan realisasi capaiannya 503 laporan (97,86%).  Pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD khususnya seminar dan  uji publik Raperda yang menjadi inisiatif DPRD, pada tahun 2021 
merupakan tahun kedua anggota DPRD Periode 2019-2024.  Target pada tahun 2020 yaitu 230 laporan dan realisasi  capaiannya 240 laporan, realisasi melebihi target sebesar 10 laporan  (104,34%). Pada Kegiatan Keprotokoleran khususnya seminar dan uji  publik Raperda yang menjadi inisiatif DPRD, pada tahun 2021  merupakan tahun kedua anggota DPRD Periode 2019-2024. Pada  tahun 2020 merupakan tahun terberat dalam pelaksanaan kegiatan  mengingat Pandemi Covid-19, kegiatan yang biasanya dilaksanakan  dengan mengundang banyak orang terpaksa dibatasi, namun tidak  menghalangi kegiatan tetap berjalan, yaitu dengan memanfaatkan  teknologi informasi, kegiatan seminar dan uji publik dilaksanakan  dengan terbatas dan mengundang pihak luar secara virtual. Apabila  dilihat dari segia anggaran, kegiatan ini mampu menyerap anggaran  sebesar 67,73% dari total pagu anggran. Ketidakterserapan anggran  adalah karena adanya pembatasan kegiatan secara publik sehingga  diganti dengan cara virtual melalui zoom atau aplikasimlaian. Selain itu  akrena pembatasan kegiatan maka kegiatan-kegiatan perjalan dinas  juga dibatasi sehingga jumlah person yang mengikuti kegiatan pun 
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dikurangi, penggunaan anggran untuk biaya penginapan, sewa ruangan  dan transportasi juga tidak dapat terserap seluruhnya. Namun  walaupaun anggaran tidak dapat terserap, kegiatan tetap masih dapat  terlaksana, sehingga secara fisik capaian indikator kinerja dapat  dikatakan tercapai. 
Dibandingkan dengan tahun 2019, target kinerja adalah  sejumlah 514 laporan, namun hanya mampu terealisasi sebanyak 319  laporan. (capaian 62,06%, kurang 37,94% dari target). Penyebab tidak  tercapainya target dikarenakan terdapat Raperda yang tidak bisa  dilanjutkan sehingga dari 13 Raperda yang semula akan di seminarkan  dan diuji publikkan, namun hanya 4 (empat) Raperda yang telah  diseminarkan dan diuji publikkan.  
Nilai Kepuasan Dewan dan Kepuasan Masyarakat. Survey  Kepuasan masyarakat (SKM) dilaksanakan sesuai dengan Permenpan  No.14 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa SKM bertujuan untuk  mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan  meningkatkan kualitas penyelenggaraan publik. Sesuai dengan  pedoman Permenpan No.14 Tahun 2017, Sekretariat DPRD telah  melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat dan Kepuasan Dewan  dengan cara memberikan kuesioner melalui aplikasi google form. Dari  target Nilai Kepuasan Masyarakat sebesar 73 dan Kepuasan dewan  sebesar 73, Sekretariat DPRD mampu mencapai realisasi sebesar  85,37 (capaian 12,37 lebih tinggi dari target) untuk nilai Kepuasan  Masyarakat dan realisasi 90,28 untuk Nilai Kepuasan Dewan (17,28 lebih tinggi dari target). Dari 9 unsur SKM yang paling menonjol  sehingga menyebabkan tingginya realisasi yaitu unsur yang pertama  (persyaratan).Dimana unsur persyaratan ini merupakan syarat yang  harus terpenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan baik teknis  maupun administratif oleh karena itu dapat dikatakan bahwa unsur  persyaratan ini telah terpenuhi dengan baik sehingga realisasi dapat  melebihi target. Upaya tahun 2021 untuk meningkatkan capaian kinerja 
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yaitu dengan menambah fasilitas ruang kerja dewan agar fungsi  pelayanan dewan kepada masyarakat dapat meningkat. Selain itu  dengan meningkatkan fasilitas tekhnologi seperti aplikasi yang dapat  digunakan untuk mempermudah dan meningkatkan efektifitas kinerja  dewan. untuk meningkatkan kinerja lembaga kedewanan dilakukan  inovasi yang mengedepankan Parlemen Digital dengan membuat  Sistem Informasi Pelayanan Kedewanan (SIPELAWAN) DPRD Provinsi  Jawa Tengah yang meliputi, aplikasi e-Legislasi yaitu yaitu Sistem  Informasi Proses Penyusunan Perda, aplikasi SIKD yaitu Sistem  Informasi Kearsipan Daerah, Data Center Sistem Pengelolaan Pusat Informasi, aplikasi e-Aspirasi yaitu Sistem Informasi Penyampaian  Aspirasi Masyarakat, aplikasi e-Wadul Dewan yaitu Sistem Informasi  Laporan Masyarakat, aplikasi e-SPT yaitu Sistem Informasi Perjalanan  Dinas.  
Sedangkan untuk nilai kepuasan masyarakat dapat dikatakan  bahwa masyarakat merasa lebih puas dengan pelayanan yang  diberikan seperti updatenya berita-berita tentang kedewanan yang  semakin mudah diakses melalui media sosial, layanan Website  https://dprd.jatengprov.go.id; Channel TV Berlian; Instagram, Twiter,  Facebook @dprdjatengprovinsi; yang dapat diakses masyarakat hanya  dengan melalui telepon seluler, serta dalam pengisian kuesioner ini  tidak lagi secara manual tetapi sudah melalui aplikasi yang dapat  diakses dan dapat dilakukan dimana saja kapan saja. 
Nilai SAKIP Perangkat Daerah. SAKIP merupakan rangkaian  sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yangdirancang  untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,  pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaoran kinerja pada instansi  pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja  instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk  menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras  dengan RENSTRA, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, 
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Pengelolaan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu dan Evaluasi Kinerja.  Target nilai SAKIP Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 yaitu 67. Pada tahun 2021 ini Sekretariat DPRD berhasil mendapatkan  nilai yang melebihi target yaitu 78,73 (capaian nilai 11,73% melebihi  target). Hal ini disebabkan oleh semakin baiknya tata kelola  pemerintahan di Sekretariat DPRD. Dimulai dari penyusunan RENSTRA  sampai dengan pelaksanaan evaluasi kinerja yang baik. 
3.3 Realisasi Anggaran 
3.3.1 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan 
Berikut realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan  
kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja 
Tabel 3.3.3.3.1 
Tabel Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2021 
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
	NO URAIAN 
	ANGGARAN
	REALISASI SPJ 
Rp. %

	JUMLAH BELANJA DAERAH 
	260.775.013.000 
	236.523.090.077 
	90,70

	A BELANJA OPERASI 
	256.599.498.000 
	233.020.710.077 
	90,81

	I Belanja Pegawai 
	130.172.938.000 
	129.643.241.719 
	99,59

	1Program Penunjang Urusan  
Pemerintahan Daerah
	30.327.369.000 
	27.839.921.088 
	91,80

	aAdministrasi Keuangan 
	16.609.945.000 
	16.490.849.065 
	99,28
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	NO URAIAN 
	ANGGARAN
	REALISASI SPJ 
Rp. %

	2Program Layanan dan Administrasi  Keuangan
	113.562.993.000 
	113.152.392.654 
	99,64

	Kegiatan Layanan Keuangann dan  
a 
Kesejahteraan DPRD
	113.562.993.000 
	113.152.392.654 
	99,64

	II Belanja Barang dan Jasa 
	126.426.560.000 
	103.377.468.358 
	81.77

	1Program Penunjang Urusan  
Pemerintahan Daerah
	30.327.369.000 
	27.839.921.088 
	91,80

	aPerencanaan dan Evaluasi Kinerja  Perangkat Daerah
	588.081.000 
	572.913.850 
	97,42

	b Kegiatan Administrasi Keuangan 
	842.700.000 
	819.460.900 
	97,24

	c Administrasi Umum 
	21.803.538.000 
	20.152.328.214 
	92,43

	dPeningkatan Disiplin dan Kapasitas  Sumber Daya Aparatur
	2.917.535.000 
	2.792.838.124 
	95,73

	Program Dukungan Pelaksanaan  
2 
Tugas Dan Fungsi DPRD - Bagian  
Humas
	17.460.876.000 
	16.622.000.038 
	95,20

	a Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD 
	9.816.882.000 
	9.241.220.358 
	94,14

	bKegiatan Pembahasan Kerja Sama  Daerah
	7.643.994.000 
	7.380.779.680 
	96,56
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	NO URAIAN 
	ANGGARAN
	REALISASI SPJ 
Rp. %

	Program Dukungan Pelaksanaan  
3 
Tugas Dan Fungsi DPRD - Bagian  
Persidangan
	82.813.830.000 
	62.417.927.232 
	75,37

	aKegiatan Pembentukan Perda dan  
Peraturan DPRD
	20.182.275.000 
	8.116.809.580 
	40,22

	b Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran 
	468.908.000 
	422.759.850 
	90,16

	cKegiatan Pengawasan Penyelenggaraan  Pemerintahan
	8.907.148.000 
	7.616.452.469 
	85,51

	d Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD 
	8.100.908.000 
	5.293.059.450 
	65,34

	eKegiatan Penyerapan dan Penghimpunan  Aspirasi Masyarakat
	33.385.732.000 
	31.809.889.276 
	95,28

	fKegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan  Kode Etik DPRD
	744.293.000 
	401.439.663 
	53,94

	g Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 
	11.024.566.000 
	8.757.516.944 
	79,44

	B BELANJA MODAL 
	4.175.515.000 
	3.502.380.000 
	83,88

	1Program Penunjang Urusan  
Pemerintahan Daerah
	4.175.515.000 
	3.502.380.000 
	83,88

	a Administrasi Umum 
	4.175.515.000 
	3.502.380.000 
	83,88
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Terdapat tiga kegiatan yang memiliki serapan anggaran  dibawah 70%, yaitu: 
a. Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD sebanyak  40,22% 
b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD sebanyak 65,34% c. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD sebanyak  53,94% 
Penyebab kurang terserapnya anggan pada tiga kegiatan  dimaksud adalah sebagai berikut : 
a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.182.275.000,- dengan realisasi keuangan 40,22% sehingga masih terdapat sisa  anggaran sebesar Rp. 12.065.465.420,-.  
Permasalahan yang di hadapi pada Kegiatan Pembentukan  Perda dan Peraturan DPRD yang di mungkinkan tidak mencapai  target yang telah direncanakan pada Tahun 2021. Hal tersebut  dikarenakan adanya beberapa permasalahan diantaranya bahwa  pada saat ini sedang mengalami Pandemi Covid-19 sehingga  berdampak terhadap semua kegiatan aktivitas DPRD yang dialihkan  dari program kegiatan Raperda dialihkan kepada Pendampingan  Daerah Pemilihan selain itu adanya kendala regulasi yang tidak  memperbolehkan adanya aktivitas kerumunan, pada esensinya  proses Penyusunan dan pembahasan Raperda dibutuhkan sebuah  kumpulan/berkerumun dan diskusi substantif, kendala lain adanya  Raperda yang belum disampaikan oleh Gubernur yang terkendala  dengan adanya aturan bahwa Pembentukan Pansus yang  bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi. 
b. Peningkatan Kapasitas DPRD  
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.100.908.000,- dengan realisasi keuangan 65,34% sehingga sisa anggaran sebesar  Rp. 2.807.848.550,-
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Permasalahan yang menjadi kendala adalah tidak semua  Fraksi melaksanakan Kegiatan Bimtek/Workshop baik itu Bimtek  Luar Daerah maupun Dalam Daerah. Untuk mengatasi  permasalahan dimaksud telah dilaksanakan upaya yaitu dengan  melakukan koordinasi secara intens dengan masing-masing Fraksi  untuk memberikan pemahaman bahwa setiap Fraksi memiliki  kegiatan Bimtek 1 kali Luar Daerah dan 1 kali Dalam Daerah dalam  setahun. 
Upaya yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah  memaksimalkan teknologi informasi dalam pendokumentasian dan  pemberitaan website, serta pengelolaan media nusantara,  optimalisasi kegiatan secara virtual dalam menyerap aspirasi  masyarakat baik dalam kegiatan audiensi maupun Publik Hearing. 
c. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik 
Memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 744.293.000,- realisasi  keuangan 53,94% sehingga sisa anggaran sebesar Rp.  342.853.337,- 
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini  dikarenakan saat ini masa pandemic sehingga berdampak  terhadap semua kegiatan aktivitas DPRD yang dialihkan dari  program kegiatan Pengawasan Kode Etik dialihkan kepada  Pendampingan Daerah Pemilihan masing-masing. Agar capaian  realisasi dapat terpenuhi maka upaya yang dilakukan adalah  dilakukan penjadwalan kegiatan yang belum terselesaikan oleh  Badan Musyawarah Pada Bulan Desember. 
Secara keseluruhan, Anggaran APBD Provinsi untuk  Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah TA. 2021 adalah sebesar  Rp.260.775.013.000,- digunakan untuk program wajib sebesar  Rp.100.274.706.000,- dan program pendukung sebesar  Rp.160.500.307.000,-. Dilihat dari sisi pagu dan penyerapan anggaran  tahun 2021, apabila dibandingkan dengan Tahun 2019 dan Tahun 2020, 
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terjadi pengurangan dikarenakan refocusing anggaran yang dialihkan  untuk anggaran COVID-19. 
Dari total pagu belanja operasi Rp 256.599.498.000,- anggaran  yang terealisasi yaitu sebsar Rp 233.020.710.077,- (90,81%). Realisasi  anggaran hanya mampu terserap 90,81% karena dampak dari pandemi  COVID-19 adalah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan  Masyarakat (PPKM) guna pencegahan dan menekan penyebaran  Covid-19, yaitu dengan mengurangi kegiatan perjalanan dinas baik  dalam daerah maunpun luar daerah yang menggunakan transportasi  pesawat terbang, mengurangi kegiatan yang dapat menimbulkan  kerumunan, atau dengan melibatkan banyak orang, mengurangi  penggunaan penginapan atau sewa ruang, sehingga anggaran tidak  dapat terserap seluruhnya. Meskipun anggaran tidak dapat terealisasi  sepenuhnya, namun kegiatan tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan  program dan perencanaannya yakni melalui aplikasi secara virtual dan  surat menyurat, hal ini juga dapat dikatakan Sekretariat DPRD  melakukan efisiensi anggaran belanja daerah pada tahun anggaran 2021.
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BAB IV 
PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran  tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai perwujudan  pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang mengindikasikan tingkat  keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan- kegiatan sesuai dengan 
perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja yang ditetapkan. Dengan  memperhatikan uraian dan data pada Bab sebelumnya, maka dapat  dikatakan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam  melaksanakan tugasnya dapat dikatakan hasilnya adalah memuaskan,  karena sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah yaitu  Meningkatnya Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas DPRD Provinsi  123,67%, yang termasuk dalam kategori Sangat Baik. 
Dalam rangka fasilitasi kegiatan Anggota DPRD, seringkali dialami  berbagai tuntutan pelayanan. Hal ini disebabkan oleh heterogenitas anggota  DPRD dengan berbagai karakteristiknya. Kondisi ini menuntut adanya SDM  yang handal dan terampil dalam memberikan pelayanan kepada anggota  DPRD. Kendala/permasalahan yang sering dijumpai dalam pelaksanaan  tanggungjawab tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Kualitas SDM di Sekretariat DPRD dipandang masih kurang berkompeten, khususnya SDM yang mempunyai kualifikasi tertentu,  misalnya SDM yang menguasai tentang kegiatan perencanaan dan  program, tenaga ahli dalam bidang computer/IT, tenaga ahli fotografi,  tenaga ahli bidang kehumasan dan tenaga ahli dalam bidang media  social. 
2. Cepatnya Perubahan Peraturan Perundang-undangan dari pusat  implikasinya sangat dirasakan di daerah, misalnya PP, Permendageri,  Permenpan maupun edaran dari pemerintah pusat sering terlambat 
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diterima, terkadang sudah direvisi atau diganti dengan peraturan yang  baru tetapi informasi terlambat diterima. 
3. Lambatnya penyelesaian pertanggungjawaban keuangan, dikarenakan  padatnya jadwal anggota DPRD 
4. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar bagian sehingga sering  terjadi salah pengertian atau miss communication dalam penyampaian  peraturan, kabijakan dalam penyelenggaraan kegiatan. 
4.2 Rekomendasi 
Langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kinerja Sekretariat  DPRD dimasa mendatang antara lain: 
1. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan Aparatur dengan  mengikutsertakan kegiatan yang terkait dengan diklat / bintek tentang  tugas pokok dan fungsinya. 
2. Menambah jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan saat ini. 3. Memberi masukan kepada DPRD tentang mekanisme Pengelolaan dan  pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Daerah sesuai dengan  dasar hukum/aturan-aturan yang berlaku. 
4. Meningkatkan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak  terkait, untuk mendapatkan petunjuk yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
5. Meningkatkan koordinasi antar sub bagian dan bagian di Sekretariat  DPRD Provinsi Jawa Tengah, salah satunya dengan diadakannya rapat  evaluasi antar bagian yang rutin dan berkelanjutan; 
6. Mengoptimalkan website dan Media Sosial yang sudah ada agar  masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang  kegiatan DPRD; 
7. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi agar kegiatan  kedewanan dapat diamati perkembangan dan kemajuannya serta untuk  mengidentifikasi permasalahan serta mencari upaya pemecahannya. 
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Survey Kepuasan Masyarakat 
Dapat diakses melalui link https://gov.orderkilat.co.id/survey-setwan Sebagai contoh : 
∙ Tahun 2020 
PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN TAHUN 2020 
Tujuan : Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah 
Indikator : Nilai Kepuasan Masyarakat 
1 51 P PEGAWAI NEGERI S 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Organisasi : Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 
3 43 L PEGAWAI NEGERI S 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 L PEGAWAI NEGERI S 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
NO 
NILAI UNSUR PELAYANAN 
5 29 L PEGAWAI NEGERI S 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
USIA JK PKRJ PDDKN 
RESPONDEN U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 
NILAI 
6 44 P PEGAWAI NEGERI S 1 3 3 4 3 3 3 4 4 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8 43 L PEGAWAI NEGERI S 1 4 3 3 4 3 3 3 4 3 
9 28 P KARYAWAN SWASTA S 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
2 32 P PEGAWAI NEGERI SD KE BAWAH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11 55 L KARYAWAN SWASTA S 1 4 4 3 3 4 4 3 3 4 
12 58 L PEGAWAI NEGERI S 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 13 48 L PEGAWAI NEGERI S 1 3 4 3 3 3 3 3 3 2 14 48 L PEGAWAI NEGERI S 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
7 30 L KARYAWAN SWASTA SMA 3 4 3 3 3 3 3 3 3 15 53 L KARYAWAN SWASTA S 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
16 27 P PEGAWAI NEGERI S 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 17 54 P PEGAWAI NEGERI S 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 
10 33 L PEGAWAI NEGERI D1 - D4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 18 28 L KARYAWAN SWASTA S 1 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
19 25 L PEGAWAI NEGERI S 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 21 25 P KARYAWAN SWASTA S 1 4 4 4 3 3 4 3 4 4 22 25 P KARYAWAN SWASTA S 1 2 3 3 4 3 3 3 3 3 23 39 L KARYAWAN SWASTA S 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 24 26 P KARYAWAN SWASTA S 1 3 4 3 3 3 4 3 4 3 26 24 P KARYAWAN SWASTA S 1 4 4 4 4 4 3 4 4 3 27 23 P KARYAWAN SWASTA S 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
20 23 P KARYAWAN SWASTA D1 - D4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 28 23 P KARYAWAN SWASTA S 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
29 23 P KARYAWAN SWASTA S 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 30 23 P KARYAWAN SWASTA S 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 24 P PEGAWAI NEGERI S 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
25 23 P KARYAWAN SWASTA D1 - D4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 35 23 P KARYAWAN SWASTA S 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
36 24 P KARYAWAN SWASTA S 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37 44 L PEGAWAI NEGERI S 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 
31 25 P KARYAWAN SWASTA SD KE BAWAH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 28 L KARYAWAN SWASTA S 1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
40 35 P KARYAWAN SWASTA S 1 3 3 4 4 3 4 3 3 3 
33 21 P KARYAWAN SWASTA SMA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 21 L KARYAWAN SWASTA SMA 3 3 2 3 2 3 2 3 3 
38 27 P PEGAWAI NEGERI D1 - D4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Snilai / Unsur 
133 136 128 134 128 130 129 132 128 
NRR / Unsur 
3,325 3,4 3,2 3,35 3,2 3,25 
3,225 3,3 3,2 
NRR ttmbang 0,2361 0,2414 0,2272 0,2379 0,2272 0,2308 0,229 0,2343 0,2272 *) unsur 2,091 **) 
IKM Unit pelayanan 
Keterangan : No. 
UNSUR PELAYANAN 
83,638 
NILAI RATA-RATA 
- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan - NRR = Nilai rata-rata 
U1 Pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan  dengan jenis pelayanannya 
U2 Pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan  di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 
U3 Pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan  
3,325 3,4 
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat - *) = Jumlah NRR IKM tertimbang 
pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 3,2 U4 Pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah yang  
tidak dipungut biaya 3,35 
-**) = Jumlah NRR Tertimbang x 40 
U5 Pendapat Saudara tentang kesuaian produk pelayanan antara  yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang  U6 Pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas  
3,2 
NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi   Jumlah kuesioner yang terisi 
dalam pelayanan 3,25 U7 Pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait  
etika dalam pelayanan 3,225 
NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,071 
U8 Pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana U9 Pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna  
3,3 
per unsur
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layanan 3,2 
IKM UNIT PELAYANAN : 83,638 KRITERIA NILAI INTERVAL 
NILAI PERSEPSI NILAI INTERVAL NILAI INTERVAL KONVERSI MUTU  PELAYANAN 
KINERJA UNIT  PELAYANAN 
         
NRR / Unsur 
3,325 3,4 3,2 3,35 3,2 3,25 
3,225 3,3 3,2 
NRR ttmbang 0,2361 0,2414 0,2272 0,2379 0,2272 0,2308 0,229 0,2343 0,2272 *) unsur 2,091 **) 
IKM Unit pelayanan 
Keterangan : No. 
UNSUR PELAYANAN 
83,638 
NILAI RATA-RATA 
- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan - NRR = Nilai rata-rata 
U1 Pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan  dengan jenis pelayanannya 
U2 Pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan  di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 
U3 Pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan  
3,325 3,4 
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat - *) = Jumlah NRR IKM tertimbang 
pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 3,2 U4 Pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah yang  
tidak dipungut biaya 3,35 
-**) = Jumlah NRR Tertimbang x 40 
U5 Pendapat Saudara tentang kesuaian produk pelayanan antara  yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang  U6 Pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas  
3,2 
NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi   Jumlah kuesioner yang terisi 
dalam pelayanan 3,25 U7 Pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait  
etika dalam pelayanan 3,225 
NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,071 
U8 Pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana U9 Pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna  
3,3 
per unsur 
layanan 3,2 
IKM UNIT PELAYANAN : 83,638 KRITERIA NILAI INTERVAL 
NILAI PERSEPSI NILAI INTERVAL NILAI INTERVAL KONVERSI MUTU  PELAYANAN 
KINERJA UNIT  PELAYANAN 
1 1,00 - 2,00 25,00 - 43,75 D Tidak Baik 2 2,01 - 3,00 43,76 - 62,50 C Kurang Baik 3 3,01 - 4,00 62,51 - 81,25 B Baik4 4,01 - 5,00 81,26 - 100,00 A Sangat Baik 
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∙ Tahun 2021 
PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN TAHUN 2021 
Tujuan : Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah 
Indikator : Nilai Kepuasan Masyarakat 
Organisasi : Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 
3 49 L PEGAWAI NEGERI S 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
NO 
NILAI UNSUR PELAYANAN 
5 29 P KARYAWAN SWASTA S 1 4 3 3 3 4 4 4 3 3 
JK PKRJ PDDKN 
6 43 P PEGAWAI NEGERI S 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
USIA
NILAI 
RESPONDEN U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 7 53 L KARYAWAN SWASTA S 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 28 P KARYAWAN SWASTA S 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9 40 L PEGAWAI NEGERI S 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 21 P PELAJAR SMA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 40 L PEGAWAI NEGERI S 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 21 L PELAJAR SMA 3 3 3 4 3 3 3 3 3 11 40 L PEGAWAI NEGERI S 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 40 L PEGAWAI NEGERI S 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 20 L PELAJAR SMA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 13 40 L PEGAWAI NEGERI S 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
14 40 L PEGAWAI NEGERI S 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 40 L PEGAWAI NEGERI S 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16 40 L PEGAWAI NEGERI S 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 46 L PEGAWAI NEGERI S 1 3 4 3 4 3 3 3 3 3 20 50 L PEGAWAI NEGERI S 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 21 51 L PEGAWAI NEGERI S 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 22 48 P PEGAWAI NEGERI S 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 23 25 P PEGAWAI NEGERI S 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 56 P PEGAWAI NEGERI S 1 3 3 3 4 3 4 4 3 3 25 50 P PEGAWAI NEGERI S 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
17 24 L KARYAWAN SWASTA SMA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27 20 P PELAJAR S 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
19 50 L PEGAWAI NEGERI SD KE BAWAH 3 3 4 4 4 3 3 3 4 28 46 L KARYAWAN SWASTA S 2 3 4 3 4 3 4 4 4 3 
29 20 P PELAJAR S 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 43 L PEGAWAI NEGERI S 1 3 4 4 4 3 3 4 3 3 32 20 P PELAJAR S 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 20 P PELAJAR S 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
26 49 P KARYAWAN SWASTA D1 - D4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 20 P PELAJAR S 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
36 27 L KARYAWAN SWASTA S 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 37 56 L PEGAWAI NEGERI S 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 38 29 L KARYAWAN SWASTA S 1 3 3 4 3 3 4 2 4 4 
30 22 L PELAJAR D1 - D4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 40 L PEGAWAI NEGERI S 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 
34 21 L PELAJAR SMA 3 3 3 3 3 4 3 3 3 43 48 L KARYAWAN SWASTA S 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 
44 49 L PEGAWAI NEGERI S 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 45 51 P PEGAWAI NEGERI S 1 3 3 3 3 3 4 4 3 3 46 56 L PEGAWAI NEGERI S 1 3 4 3 4 3 3 4 4 3 47 53 P KARYAWAN SWASTA S 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
39 17 P PELAJAR SMA 3 3 3 4 3 3 3 3 3 40 17 P PELAJAR SMA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 50 P PEGAWAI NEGERI S 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
42 18 P PELAJAR SMA 3 3 4 1 3 3 3 3 3 51 44 P PEGAWAI NEGERI S 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
56 28 L KARYAWAN SWASTA S 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
48 20 P PELAJAR SMA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 40 P KARYAWAN SWASTA S 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
58 22 L PELAJAR S 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
50 45 L KARYAWAN SWASTA D1 - D4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 59 31 L PEGAWAI NEGERI S 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 
60 31 L PEGAWAI NEGERI S 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 
52 21 L PELAJAR SMA 4 4 3 4 3 3 3 4 4 61 48 L PEGAWAI NEGERI S 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
53 18 P PELAJAR SMA 3 4 3 2 4 3 3 4 4 62 21 P PELAJAR S 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 
54 22 L PELAJAR SMA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 22 L PELAJAR S 1 2 2 3 3 2 3 3 2 2 
55 36 P PEGAWAI NEGERI D1 - D4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 64 27 L PEGAWAI NEGERI S 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
67 24 L KARYAWAN SWASTA S 1 3 3 4 4 4 4 4 3 3 73 34 L KARYAWAN SWASTA S 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
65 21 P PELAJAR SMA 4 3 3 4 3 3 4 4 3 74 49 L PEGAWAI NEGERI S 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
66 20 P PELAJAR SMA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76 55 P PEGAWAI NEGERI S 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
68 15 L PELAJAR SMA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 77 55 L PEGAWAI NEGERI S 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
69 16 P PELAJAR SMA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 70 16 P PELAJAR SMA 3 2 4 4 4 3 4 3 3 71 17 P PELAJAR SMP 3 4 3 4 4 4 4 3 3 72 17 P PELAJAR SMP 3 4 3 4 4 4 4 3 3 81 21 P PELAJAR S 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
82 23 P PELAJAR S 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
75 17 L PELAJAR SMA 3 3 3 3 3 4 4 4 3 
78 21 L PELAJAR SMA 4 4 4 4 4 4 4 4 4  56 
79 45 L PEGAWAI NEGERI SMA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 49 L PEGAWAI NEGERI SMA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
83 27 P KARYAWAN SWASTA D1 - D4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 
               64 27 L PEGAWAI NEGERI S 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 67 24 L KARYAWAN SWASTA S 1 3 3 4 4 4 4 4 3 3 
65 21 P PELAJAR SMA 4 3 3 4 3 3 4 4 3 73 34 L KARYAWAN SWASTA S 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
66 20 P PELAJAR SMA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74 49 L PEGAWAI NEGERI S 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
68 15 L PELAJAR SMA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 55 P PEGAWAI NEGERI S 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
69 16 P PELAJAR SMA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 77 55 L PEGAWAI NEGERI S 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
70 16 P PELAJAR SMA 3 2 4 4 4 3 4 3 3 71 17 P PELAJAR SMP 3 4 3 4 4 4 4 3 3 72 17 P PELAJAR SMP 3 4 3 4 4 4 4 3 3 81 21 P PELAJAR S 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
82 23 P PELAJAR S 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
75 17 L PELAJAR SMA 3 3 3 3 3 4 4 4 3 84 30 L KARYAWAN SWASTA S 1 4 4 4 3 4 3 3 3 3 
85 40 L PEGAWAI NEGERI S 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
78 21 L PELAJAR SMA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 45 L PEGAWAI NEGERI SMA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
87 37 L PEGAWAI NEGERI S 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
80 49 L PEGAWAI NEGERI SMA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 89 27 P PELAJAR S 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
90 25 L PELAJAR S 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
83 27 P KARYAWAN SWASTA D1 - D4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 92 49 L PEGAWAI NEGERI S 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
86 42 P PEGAWAI NEGERI D1 - D4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 95 32 P KARYAWAN SWASTA S 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
88 39 P PEGAWAI NEGERI D1 - D4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 
91 43 L KARYAWAN SWASTA D1 - D4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
93 43 P PEGAWAI NEGERI D1 - D4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 94 24 P PELAJAR D1 - D4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
102 33 P PEGAWAI NEGERI S 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
96 27 L KARYAWAN SWASTA D1 - D4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 97 27 L PELAJAR D1 - D4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 98 25 P PELAJAR D1 - D4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 99 25 P PELAJAR D1 - D4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 29 L PELAJAR D1 - D4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 101 36 L PEGAWAI NEGERI D1 - D4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
Snilai / Unsur 
333 341 335 348 337 343 349 341 339 
NRR / Unsur 
3,265 
3,343 3,284 3,412 3,304 3,363 
3,422 3,343 3,324 
NRR ttmbang 0,232 0,237 0,233 0,242 0,235 0,239 0,243 0,237 0,236 *) unsur 2,134 **) 
IKM Unit pelayanan 
Keterangan : No. U1 
UNSUR PELAYANAN 
Pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan  
85,367 
NILAI RATA-RATA 
3,265 
- U1 s.d. U9  - NRR  
= Unsur-Unsur pelayanan = Nilai rata-rata 
U2 
dengan jenis pelayanannya 
Pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di  Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 
3,343 
- IKM  
= Indeks Kepuasan Masyarakat 
U3 Pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan  
pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 3,284 U4 Pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah yang tidak  
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang 
dipungut biaya 3,412 
-**) 
= Jumlah NRR Tertimbang x 40 
U5 Pendapat Saudara tentang kesuaian produk pelayanan antara yang  tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan U6 Pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam  
3,304 
NRR Per Unsur  
= Jumlah nilai per unsur dibagi   Jumlah kuesioner yang terisi 
pelayanan 3,363 U7 Pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait etika  
dalam pelayanan 3,422 
NRR tertimbang  
= NRR per unsur x 0,071 
U8 
Pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana 
3,343 
per unsur 
U9 Pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan 3,324 
IKM UNIT PELAYANAN : 85,367 KRITERIA NILAI INTERVAL 
NILAI PERSEPSI
NILAI INTERVAL NILAI INTERVAL KONVERSI MUTU  PELAYANAN 
KINERJA UNIT  PELAYANAN 
1 1,00 - 2,00 25,00 - 43,75 D Tidak Baik 
2 2,01 - 3,00 
43,76 - 62,50 C Kurang Baik 
3 3,01 - 4,00 62,51 - 81,25 B Baik 
4 4,01 - 5,00 
81,26 - 100,00 A Sangat Baik 
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Survey Kepuasan Dewan 
Dapat diakses melalui link http://bit.ly/SurveiDPRD2020 dan http://bit.ly/SurveiDPRD2021 Sebagai contoh : 
∙ Tahun 2020 
PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN DEWAN PER RESPONDEN TAHUN 2020 Tujuan : Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah 
Indikator : Nilai Kepuasan Dewan 
Organisasi : Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 
NO 
ID RESPONDEN
NILAI UNSUR PELAYANAN 
NILAI 
RESPONDEN U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2020/12/21 11:13:54 AM GMT+7 3 3 2 4 3 2 3 2 2 2 2020/12/21 11:34:55 AM GMT+7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2020/12/21 11:43:21 AM GMT+7 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 2020/12/21 12:07:20 PM GMT+7 4 3 3 4 4 3 4 3 4 5 2020/12/21 12:07:43 PM GMT+7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 2020/12/21 12:16:45 PM GMT+7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 2020/12/21 12:17:07 PM GMT+7 3 3 3 3 3 3 4 3 3 8 2020/12/21 1:00:34 PM GMT+7 3 3 3 3 3 4 4 4 4 9 2020/12/21 2:03:24 PM GMT+7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 2020/12/21 2:48:27 PM GMT+7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11 2020/12/21 8:29:05 PM GMT+7 4 4 4 4 4 3 4 3 3 12 2020/12/22 5:44:55 AM GMT+7 3 3 3 3 3 3 4 3 3 13 2020/12/23 4:23:49 PM GMT+7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14 2020/12/23 4:52:16 PM GMT+7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 2020/12/23 5:07:20 PM GMT+7 4 4 3 1 4 4 4 4 4 16 2020/12/23 5:40:12 PM GMT+7 3 3 3 4 3 3 3 3 3 17 2020/12/23 6:27:34 PM GMT+7 4 4 3 3 3 3 3 3 3 18 2020/12/23 7:11:19 PM GMT+7 3 3 3 4 3 3 4 3 1 19 2020/12/23 7:14:46 PM GMT+7 4 4 3 3 3 3 4 3 4 20 2020/12/23 9:37:28 PM GMT+7 3 3 3 4 3 3 4 3 1 21 2020/12/24 1:25:01 PM GMT+7 3 3 3 4 3 3 3 3 3 22 2020/12/29 3:35:32 PM GMT+7 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
23 2021/01/06 10:42:24 AM GMT+7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 2021/01/06 10:44:25 AM GMT+7 4 3 4 4 3 3 3 4 4 25 2021/01/06 10:48:26 AM GMT+7 3 3 3 1 3 3 3 3 3 26 2021/01/06 10:54:44 AM GMT+7 4 4 3 4 4 3 3 3 4 27 2021/01/06 10:57:19 AM GMT+7 3 3 3 2 3 3 3 3 3 28 2021/01/06 11:22:13 AM GMT+7 4 4 4 4 4 4 4 2 4 29 2021/01/06 11:26:07 AM GMT+7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 30 2021/01/06 11:32:29 AM GMT+7 4 4 3 4 3 4 4 4 4 31 2021/01/06 11:37:36 AM GMT+7 3 4 4 4 3 4 3 4 4 32 2021/01/06 12:20:21 PM GMT+7 4 3 3 4 3 4 4 4 4 33 2021/01/06 12:28:56 PM GMT+7 4 3 4 4 4 4 3 4 4 34 2021/01/06 1:30:55 PM GMT+7 4 4 3 3 3 3 3 3 3 35 2021/01/06 1:31:32 PM GMT+7 4 3 3 4 4 4 4 4 4 36 2021/01/06 2:21:45 PM GMT+7 4 4 4 4 3 3 3 4 4 37 2021/01/06 2:23:20 PM GMT+7 4 4 4 3 4 4 4 4 4 38 2021/01/06 2:24:04 PM GMT+7 4 4 3 3 3 3 3 3 3 39 2021/01/06 2:24:55 PM GMT+7 4 4 3 3 3 4 3 3 4 40 2021/01/06 2:25:41 PM GMT+7 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
Snilai / Unsur 
145 141 133 140 135 136 141 135 
136 
NRR / Unsur 
3,625 
3,525 
3,325 3,5 3,375 3,4 
3,525 3,375 3,4 
NRR ttmbang 0,2574 0,2503 0,2361 0,2485 0,2396 0,2414 0,2503 0,2396 0,2414 *) unsur 2,20455 **) 
IKM Unit pelayanan 
Keterangan : No. 
UNSUR PELAYANAN 
88,182 
NILAI RATA-RATA 
- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan - NRR = Nilai rata-rata 
U1 Pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan  pelayanan dengan jenis pelayanannya 
U2 Pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur  pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah  58 
Pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam  
3,625 3,525 
= Indeks Kepuasan Masyarakat 
- IKM  
U3 
memberikan pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa  Tengah 
 Pelaanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tenah  
3,325 
   
,, , , ,, 
, , , 
NRR ttmbang 0,2574 0,2503 0,2361 0,2485 0,2396 0,2414 0,2503 0,2396 0,2414 *) unsur 2,20455 **) 
IKM Unit pelayanan 
Keterangan : No. 
UNSUR PELAYANAN 
88,182 
NILAI RATA-RATA 
- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan - NRR = Nilai rata-rata 
U1 Pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan  pelayanan dengan jenis pelayanannya 
U2 Pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur  pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam  
3,625 3,525 
= Indeks Kepuasan Masyarakat 
- IKM  
U3 
memberikan pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa  Tengah 
3,325 
- *)= Jumlah NRR IKM tertimbang 
U4 Pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah  yang tidak dipungut biaya 3,5 Pendapat Saudara tentang kesuaian produk pelayanan  
= Jumlah NRR Tertimbang x 40 
-**) 
U5 
antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan  hasil yang diberikan 
3,375 
NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi   Jumlah kuesioner yang terisi 
U6 Pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas  
dalam pelayanan 3,4 U7 Pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait  
etika dalam pelayanan 3,525 
NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,071 per unsur 
U8 Pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana U9 Pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan  
3,375 
pengguna layanan 3,4 
IKM UNIT PELAYANAN : 88,182 KRITERIA NILAI INTERVAL 
NILAI  
PERSEPSI 
NILAI INTERVAL KONVERSI MUTU  PELAYANAN 
KINERJA UNIT  PELAYANAN 
25,00 - 43,75 D Tidak Baik 
1 
43,76 - 62,50 C Kurang Baik 
2 
62,51 - 81,25 B Baik 
3 
4 81,26 - 100,00 A Sangat Baik 
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∙ Tahun 2021 
PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN DEWAN PER RESPONDEN TAHUN 2021 Tujuan : Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah 
Indikator : Nilai Kepuasan Dewan 
Organisasi : Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 
NO 
ID RESPONDEN 
NILAI UNSUR PELAYANAN 
NILAI 
RESPONDEN U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 120/IKM/2021 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 114/IKM/2021 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 113/IKM/2021 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 112/IKM/2021 3 3 3 4 3 3 3 3 3 5 110/IKM/2021 3 3 3 3 3 3 3 4 3 6 108/IKM/2021 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 109/IKM/2021 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 105/IKM/2021 3 3 3 4 3 3 3 3 3 9 095/IKM/2021 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 094/IKM/2021 3 3 3 3 3 3 3 4 4 11 093IKM/2021 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 092/IKM/2021 3 3 3 4 3 4 4 3 3 13 091/IKM/2021 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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Snilai / Unsur 
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266 268 268 269 268 267 
268 272 270 
NRR / Unsur 
3,500 3,526316
3,526316 3,539474 3,526 3,513 
3,526 3,579 3,553 
NRR tertimban 0,249 0,250 0,250 0,251 0,250 0,249 0,250 0,254 0,252 * 
  ::  +          64 2021/10/25 5:25:44 PM GMT+7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 65 2021/10/25 5:26:43 PM GMT+7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 66 2021/10/25 5:27:30 PM GMT+7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 67 2021/10/25 5:28:13 PM GMT+7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 2021/10/25 5:29:00 PM GMT+7 4 4 4 4 4 3 3 4 4 69 2021/10/25 5:29:34 PM GMT+7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 70 2021/10/25 5:30:32 PM GMT+7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 71 2021/10/27 8:07:21 AM GMT+7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 2021/10/27 8:07:54 AM GMT+7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 73 2021/10/27 8:08:16 AM GMT+7 4 3 3 4 3 3 3 3 3 74 2021/10/27 8:08:35 AM GMT+7 4 4 3 3 3 3 3 4 4 75 2021/10/27 8:09:24 AM GMT+7 3 4 4 3 4 4 4 4 4 76 2021/10/27 8:09:48 AM GMT+7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Snilai / Unsur 
266 268 268 269 268 267 
268 272 270 
NRR / Unsur 
3,500 3,526316 
3,526316 3,539474 3,526 3,513 
3,526 3,579 3,553 
NRR tertimbang 0,249 0,250 0,250 0,251 0,250 0,249 0,250 0,254 0,252 *) unsur 2,257 **) 
IKM Unit pelayanan 
Keterangan : No. 
UNSUR PELAYANAN 
90,282 
NILAI PERSENTASI 
- U1 s.d. U9  - NRR  
U1 Pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis  pelayanannya 
U2 Pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di Sekretariat  DPRD Provinsi Jawa Tengah 
U3 Pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan di  
11,01% 11,09% 
- IKM  - *) 
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 11,09% U4 Apakah didalam melayani, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah tidak  
dikenakan biaya 11,13% 
U5 Pendapat Saudara tentang kesuaian produk pelayanan antara yang tercantum  
-**) 
dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan 
11,09% 
NRR Per Unsur  
U6 Pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan 11,05% U7 Pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait etika dalam  
pelayanan 11,09% 
NRR tertimbang  
U8 Pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana 
11,26% 
per unsur 
U9 Pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan 11,18% 
IKM UNIT PELAYANAN : 90,282 
KRITERIA NILAI INTERVAL 
NILAI  
PERSEPSI 
NILAI INTERVAL KONVERSI MUTU  PELAYANAN 
KINERJA UNIT  PELAYANAN 
25,00 - 43,75 D Tidak Baik 
1 
43,76 - 62,50 C Kurang Baik 
2 
62,51 - 81,25 B Baik
3 
81,26 - 100,00 A Sangat Baik 4 
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sehingga LKIP ini dapat tersusun dengan baik disertai doa semoga Tuhan
Yang Maha Esa selalu melindungi dan meridhoi segala upaya Kita. Amin
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